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No.219, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Program
Tabungan Hari Tua. Kesehatan Keuangan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/PMK.010/2011

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan keuangan Badan
Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Sipil, untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta, dan
menyesuaikan dengan perkembangan instrumen investasi
yang semakin bervariasi serta untuk lebih mengoptimalkan
hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan
Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Sipil, perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 tentang
Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan
Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.010/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Badan
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Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4954);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 38);

6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara adalah PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil adalah program tabungan
hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil.

3. Program Tabungan Hari Tua Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah program
tabungan hari tua bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pegawai Badan Hukum
Milik Negara (BHMN).

4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan
dalam tingkat solvabilitas.

5. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai perbankan.

6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tingkat Solvabilitas

Pasal 2

(1) Badan Penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.

(2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih
antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.
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(3) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi
ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah kewajiban Badan Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling
sedikit sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa
depan.

Bagian Kedua

Perimbangan Kekayaan Dengan Kewajiban

Pasal 4

Badan Penyelenggara wajib memiliki Kekayaan Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi yang memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan
pembatasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa
depan dan utang klaim.

BAB III

KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 5

(1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) terdiri atas kekayaan dalam bentuk :

a. investasi; dan
b. bukan investasi.

(2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. dikuasai oleh Badan Penyelenggara;
b. tidak dalam sengketa; dan
c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.
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Bagian Pertama

Kekayaan Yang Diperkenankan

Dalam Bentuk Investasi

Pasal 6

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. deposito pada Bank;
b. saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
c. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam

kategori 2 (dua) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat efek yang
telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan;

d. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam
kategori 2 (dua) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat efek yang
telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan;

e. Surat Berharga Negara;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
g. unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang telah

mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan;

h. unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit
penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

i. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif
dan telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan;

j. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan
efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
dan/atau

k. penyertaan langsung.

Pasal 7

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

a. deposito pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
b. saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, berdasarkan nilai

pasar dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir di bursa
efek;
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